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REALITAS KEJAHATAN DI MASYARAKAT:
SEBUAH ANALISIS TENTANG FUNGSI HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM MENEKAN ANGKA KEJAHATAN

Noryamin A’

ABSTRACT

T aanuzy retlecs un utempt to shed some light on the relationship between sucred law {Islamic criminal

the reality of crimes within societies. T doing so. dalu from several Muslim countries are

-me-ond The study indicates that there §s 2 somehow association between the implementation of Istamic

few with the low level of crimes in countries studied. Specilically. it is evident thal continuing

-mocstion of Tslamice eriminal fuw in Saudi Arabia huas a powerful cleansing influence on society and

z.7e Iosler a non-grimineganik enviroment. Finally, critical points were made.

L PENDAHULUAN

D1 tengah dominasi “kegersangan” studi aliran “yuridis-tekstual” tentang hukom
-+ telah muncul satu tradist baru yang mencobu melihat keberadaan hukum pidany
- zm dalam konteks sosiologis dan kriminelogis. Kecenderungan (frend) baru ini minimal
- »eabakan oleh dua hal, yaitu berkembangnya studi kriminologis dan sosiologis tentang

sz .haman, serta munculnya sikap kntis dari pihak terentu yang ingin melihat sejauh mana

m pidana Islam terbukti efektif dalum menanggulangi atau menekan akselerasi dan
czmzkaran distnibusi angka-angka kejahatan di masvarakar,

Tulisan i dimaksudkan sebagai refleksi urun-rembug unuk mengkaji lebih Jauh
swneradaan hukum prdana Istam dalam menekan jumlah kusus kejahatan di masyarakat
) Lotuk febih konkret. tulisan ini menfokuskan analisisnya pada realitas kejahatan
= saudi Arabia, kemudian membandingkannya dengan realitas yang sama pada beberapa
~2zzva dt Timur Tengah yang secara etnis, sosial, tradisi, religius, kultural, geografis, dan
J2maografis, mempunyai banyak kesamaan dengan Saudi Arabia. Data kuantitatif untuk
Tarungang tulisan ini bersumber dari studi-studi terdahulu. Akhirnya, catatan kritis akan
Zroaa untuk mengkontekstualisasikan angkua-angka kejuhatan tersebut sebagai upaya
£ xuash tentang potret assostatif antara hukum pidana Istam dan realitas kejahatan di
— 2z~ arakat Istam.

—eszeomata kulish Kriminelogi i Institee Agama 1slem Negerl Syarit” Hidayatliah, Jukarta,
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H. KERANGKA TEORETIS

Ketika sejarah Istam memasukt Abad ke-15 Hijriah. banyak “spekulan™ mem-
prediksikan bahwa cra itu adalah abad kelahiran kembali kejayaan Iskan. Bahkan, upaya
mewljudkan harapan dan prediksi itu di mana-mana telah mencuatkan gerakan vang
mengatasnamakan dirinya sebagai “uksi” untwk mengembalikan kejayaan Istam yang
sembpat ditelan sejarah dominasi Barat. Maraknya upaya dan semangat revitalisasi hukum
Islam seperu yang diprakarsai dan diperjuangkan oleh “gerakun keras Islam” di beberapa
negara, terutama Timur Tengah, adalah sebuah refleksi dan potret uktualisasi kejayaan

istam i,

Sebuah studi yung ditakukan al-Thakeb dan Scot 1 1981 di Kuwait mengatakan
asumsi perlu dan Kuatnya semangat revitalisasi hukom slam dan Istamisasi hukum posttif,
Walaupun banyak kalangan Muslim modernis vung menentany revitalisasi, Islarmisasi, dan
aplikast hukum Islam di negara Islam. ternyata lebih dari setengah responden pada studi
di atas berpendapat, bahwa hukuman hudud dinilai tepat unwk diterapkan pada semua
Jems kejahatan seluin delik-delik gisgs dan ta'zir 1al-Thakeb & Scott, 1981: 63). Upava
Eslamisasi hukum positt dan revitalisasi hukum Islam bahkan relah menjadi agenda

unggulan politk-relighus nasional ketika regim Zivaul Hay memerintah di Pakistan.'

Ada heberapa alusan yang dikemukakan oleh pura kalangan revivalis ketika mereka
bersikeras hatt untuk menerapkan hukum (terutama piduna Isfam dalam proses Islamisasi
hukum positit. Alasan yang paling umum adalsh, bahwa dengan ancaman hukum berat.
seperti hukuman mau (capital punishmens) atau hukuman badan lainnya (corporal
punishment), seperti rajam dan gisas, hukum pidana Islam dinifag dapat menakut-nakuti
calon pelaku kriminalitas, dan dapat membuat para krinvinal jera (deterred)’ untuk

melakukun kejahatan lagi,

Lntuk intormasi fehih detail dari Istamisasi hukam positit’ di Pakistan. lihw Weiss Anita. ed.. 1987,
Istamic Reassertion m Pukisian: the Application of {slaniic Lowy in A Modern State (1987}, ul-
Rahman, Mslamization of Pakiston Law (1978, dan Kennody, Isfenization in Pakistan:
{mpleneniaiion of the Hudud Ordinanees (1985,

Hukuman bera tidak selamanya terbukti berfungsi positif schugal upaya dererring (bikin pelaku
kipoii. Beherapa studi-studi di negara-negara Buarat, terutama Amerika Serikat, Kanada. dan Inggris.
tdak menemukan kensistensi hubungun yang sigailikan antara hukuman berat dengan tingkat
Kejeraan unwk metakukan kejahatan,
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Axibatnya, hukum prdana Islam secara “analitis”™ diyakini akan memberikan kepastian

_=Tinan keamanan bagt masyarakat. Kedua, pengalaman sejarah negara Arab menunjukkan

ci7wa angka kejahatan pada regim pemerintah yang perse tidak menerapkan hukum
-:2:n Islam cenderung terus meningkat. Kenyataan ini oleh banyak orang dinilai sebagai
- Zrxasi kegagalan hukum pidana positif dalam menangkal, menanggulangi, dan menekan
szrax laju engka-angka kejahatan. Di satu sisi, kenyataan ini telah menurunkan pamor
zmzradaan hukum pidana positit yang kebanyakan diadopsi, disadur, dan ditransfer secara
~embrono” dan warisan hukum kelonial, untuk kemudian dijadikan sebagai hukum positit
2mp2 pertimbangan yung mendasar: apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai dan budaya
—isvarakat setempat. Sementara di sisi lain, kegagalan hukum pidana positif juga
—uenumbuhkan sikap kennduan dan romantisisme kaum revivalis untuk kembali kepada
--hum pidana Islam vang secara historis, menurut mereka, di era-era awal sejarah
Tzriembangan Islam, telah mampu menjadikan negara Islam sebagai wilavah yang bebas

Z=mrongrongan kejahutan,

Secara krivitis-analitis. kedua alasan di atas ada beberapa kelemahannya, Pertama,
-z.ama ini hanya sedikit studi-studi khusus yang mencoba membuktikan secars empirik
-z 2uh muna penerapan hukum pidana [slam berkelerast atau minimal beraysosiasi secara
-t dengan rendahnya angka kejahatan. Secara spesifik adalah jarang dikermukakan
- Zai empirik tentang hubungan penerapan hukum pidana [slam denpan kasus kejahatan.
“eRth jath lagt, helum ada studi vang secara komperhensil dan empirik menyoroti secara
«ousus dampak penerapan hukum pidana Islam terhadap tinggi-rendahnya angka kejahatan
2 masyarakat tertentu di mana hukum pidana Islam ditevapkan. Selama ini, persepsi
znmang relevansi dan akurasi hukum pidana Islam dalam menurunkan dan menanggulangi

srunya angka kejahatan pada kenyataannya lebth banyusk didasarkan pada analisis “rasio

Kedua, walaupun angka kejahatan di masyarakat atau negara Islam secara umum
:zring kali lebih rendah dibandingkan dengan realitas yang sama pada masyarakat
“monmushm”, namun secara analiis-knminologis adalah tidak bisa untuk disimpulkan
szrara sepintas bahwa rendahnya angka-angka tersebut berkaitan erat secara kausalistik
—nzan penerapan hukum pidana Islam. Hal ini karena penerapan hukum pidna Islam
~zrva sebagal salah satu variabel determinan saja di antara sekian banyak faktor lain yang
szcura ilmiah di negara lain terbukti berkaitan erat dengan tinggi-rendahnya angka

=z ahatan.
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Kenvataan rendahnya angka-angks kaanern O atas mungkin disebabkan oleh
kehadiran “faktor-faktor laten™ (hidden-racors >afy ternyata menentukan sikap dan
mendorong seseorang datam meiakukan scate v rejuhutan, Umpamanya, dengan
tngkat kescjahieraun yang angg, kejahatan-kejihaan vang Bermotil ekonomi — terutama
untuk menutupi kebutuhan dasar sehari-har — cenderang rendah. Realitas kriminalitas
ini terutama disebabkan kebutuhan dasar wersebut teyh wrpenuhi, sehingga orang tidak

“dipaksa” oleh “keadaan™ untuk mencur.

Woalhasil, karcna kelemahan seperti yang digariskian Jdi atis. maka Kesimpulan tentang
keunggulan hukum pidana Islam datam menangeuiangt Jun menekan akselerasi angka
kepuhatan secara ilmiah masih relevan untuk dipertany akun. dan talisan ing dimaksudkan
sebagai upaya pembuktian secura empirik-analitis ke arab kesimpulan yang lebih dupat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanyaan varyg siun dijuwab dalam tulisan ini
adaluh: apakab hukum pidana Islam secary posiut Jdun efekr bisy menekan tingginya
angka kejahatan? Standar dan alut ukur yang dipakat untuk mengukur efektivias penerapan
hukum pidana Isfam dalam menckan angka kejubatan adalah rendahnya angka-angka
kejahatan itu sendiri. Artinva, semakin rendah angka Kejahatan di masyarakat Islam tempat
hukum pidana Tslam diterapkan. maka dapat disimpulkan, semakin efektif Jenis hukum

pidana dalam menekan angka kejahatan.

HI. DATA DAN METODOLOGI

Ada dua sumber data ntama yung akan dipakai untuk menunjang studi ini. Selain
didasarkan pada data yang kebanyakan dinukilkan dae beberupa sumber studi yang
dilakukan oleh Sourval 11987y, wlisan ini Juga didasurkan pada data publikasi yang
bersumber dari Reporr of the Secretary General on Crime Prevention and Control vang

Giterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Buangsa twhun 1977,

Secuard objekiif, dipandang perlu untuk memaparkan keberadaan data vang dipakat
dalam studi ini. Mengingat data yang tersedia hanya dari tahun 1970 {terutama untuk bahan
studi perbandingan) sampai tahun 1979, maka studi ini hanya akan menyajikan
kecenderungan kejuhaten antara tahun-tahun terschut. Wulaupun data yang ada, sampal
pada kadar tertentu dupar dinilai Kurang up-to-dare, angRa-angka tersebut minimal dapat
memberikun satu nuansa perspektif baru atay langkah awal unwk mengkaji lebih jauh
dan empirik utas realitus kejahatan di masyarakat Islam dalum kaitannya dengan
keberadaan penerapan hukuom piduna Islam.



REALITAS KEJAHATAN DI MASYARAKAT :
SEBUAH ANALISIS TENTANG FUNGS! HUKUM
FIDANA ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA KEJAHATAN

Periu ditambahkan bahwa kategorisasi kejaharan berupu delik pembunuhan, delik
rerhadap harta-benda, dan delik seksual dalam wlisan ini sesual dengan pengelompokan
vang ditetapkan olch sistem hukum negara yang bersangkutan. Akibatnya adalah. karena
variasi kategorisasi tersebut yang mungkin disebabkan oleh keragaman sistem hukum
midana — batk dar segi hukum pidana material maupun formal — pengelompokan
xejahatan iy dapat bias dalam mempengaruhi tinggi-rendahya angka kejahatan di beberapa
negara yang diperbandingkan. Sebagal umpama, mengingat upaya pembuktian delik
pemerkosaan atuu delik seksual lainnya yang didasarkan pada sistem hukum acara pidana
Lslam di Saudi Arabia sagat sulit® (kalau tdak dapat dibilang mustahit), maka angka
~ejuhatan seksual di negara tersebut secara analitis akun febih rendah dibandingkan dengan
angka yang di sama di negara lain yang tidak mengharuskan upaya pembuktian secara

menfelimet.

Oleh karena keragaman definisi delik atau prosedur pengusutan kejahatan (baik sccara
material ataupun formal), dalam perspektit kriminelogis sering diingatkan agar studi
xomparant tentang kejuhatan di beberapa negara vang menganut sistem hukum pidana
materiat dan formal yang berbeda sebarusnya dikerjakan dengan ekstra hati-hati. Sekalipun
demikian, kegusaran dan keraguan di atas minimal dapat direduksi mengingat negara-
segarat reterensi perbandingan vang dipakal dalam studi ini banyak mempunyai sisi
examaan sisitem milai sosial. etnik, ekonomi, tradisi, budaya, agama. dan hukum, yang
~ecara jnurinsik diilhami oieh universalitas ajaran Islam, terutama tentang hukum gisas.
cuddid dan tazir Akhirnya, dengan segala kelemahan yang ada pada data yang dipakai

cntuk menunjang studi ini. penulis mencoba memberanikan diri secara kritis melihat

Menurut ketentuan prosedur hukum acara pidana Islam yang berlaku di Saudi Arabia, delik seksual
ipemerkosaan dan perzinaant hurus dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki yang dengan “mata-
kepala” sendiri atgu tangsung melihat tindak kejahatan ersebut, Makna melikar dalam logika hukum
acara piduna Islam haros dijukan dengan pasti oleb selurub saksi bahwa mereka betul-belu!
menyiksikan, bukan sekadar adegan persebadanan. tetapi mercka juga harus betul-betul melihar
rasuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan fawan jenisnva.

Keraguan ktasifikasi jenis hefahuwan sudah banyak dipecehkan dafam studi vang dilakukan olch
Perserikatan Bungsa-Bangsa, Dulum survai yang dilakukan olch PBB i, negara vang menjadi
responden diminta untuk mencocokkan definisi kejahatan yang sesuai dengan krjteria dan unsur
snsur dasar duri definisi umum yang ditetapkan oleh lembaga survai. Babkan menurut Alder (19%3).
»ang pernah menggunakan datd tersebur untuk studi kriminotoginya mengatakan, bahwa kemungkinan
serigaman definist kejuhatan vang dinishakan kepada data tersebur tidak akan mengurangi kegunaan
<2t jiu untuk sehuuh upava studi kompuratif’,

ol
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sejauh-mana angka kejahatun di Saudi Arabia, yang secara ideologis dan yuridis-praktis
menerapkan hukom pidana Islam, terbukti lebnh rendah jika dibandingkan dengan angka-
angka kejahatan yang sama di negara Tslam fainnya.

IV. TEMUAN DAN DISKUSI

«Puda bagian 1ni akan didiskusikan hasil temuan stdi yang didasarkan pada bukti
empirik. Resume angka-angka kejahatan di Saudi Arabia antara tahun 1966-1979 disajikan
puda Tabel 1. Berdasarkan wbel tersebat dapat dibuat beberapa analisis komparatit dari
tahun ke tahun tentang, dan antara jumlah absolut dart kejahatan pembunuhan, kejahatan
harta-benda dan kejohatan seksual di Saudi Arabia.
TABEL 1: STATISTIK RESMI (OFFISTAL) TENTANG KEJAHATAN DI SAUM

. Jarnlan Anzka et Jumlak Deuk f ATl 4 et Jumlah Detek Anoka ot
Tahun Penduduk | Penounuisn 104 000 tartabends ' (000 Sch sual 100 006
1966 5 642000 169 298 | 879 [ 1552 ) 380 6.7
1967 5 515,600 154 2.63 205 | 1556 1 459 7.80
1568 | s9m3m00 74 1.24 ’ 905 ] 15,15 i 300 502
1969 6 135.000 40 I 085 791 i 1289 | 32 523
1970 6301 000 19 078 ’ 854 | 1388 1 3m 5.22
1971 5472000 11 063 1 791 | 12 348 5.30
1972 | 647000 [ 54 080 | 980 ¢ a7 346 521
1973 G870 34 357 LT3 ; i4 23 323 473
1574 7.012.000 54 077 1 sas i3S 239 343
1973 7201 000 70 1097 £ 873 A A 323 435
1976 FS00000 1 4wy 064 | 83 . W2z 327 430
1977 CoEoIL0 | sE O S B - V- S SR 330 312
1978 L8 SD0.000 0 0.82 ‘ 20 1 iz 546 6.43
1979 | 8.940.000 48 0.51 '; 671 75 346 387

Sumber: Souryal (1987 : 434}

Ada beberapa kecenderungan komparatif yang menonjol dari tabel tersebut. Pertama,
sccara umum, dengan sedikit pengecualian, angka-angka kejahatan di Saudi Arabia
cenderung menurun secara drastis terutama untuk kepabatan pembunuhan dan kejahatan
untuk harta-benda, Umpamanya, antara tahun [966-1979. angka “absolut™ dari kejahatan
pembunuhan dan delik terhadap harta-benda menurun tajum. Bahkan bukan itu saja, angka
kejahatan untuk per T00.000 penduduk juga cenderung menurun untuk ketiga jenis
kefahatan yanyg dianalisis. Kedua, walaupun Saudi Arabia terkenal dengan “petrodoliar-
nya”, namun kejahatan vang berkaitan dengan harta-bendu terlihat paling menonjol jika
dibandingkan dengan keduu kelompok kejahatan lainnya. sedangkan kejahatan seksual
berada di antara kedua jenis kejuhatan pembunuban dan harta-benda.
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Ketiga, kalau dibandingkan dengan angka kejahatan di mancanegara yang dimuat
Zz.zm Report of the Secretary General on Crime Prevention and Control, (Unired Nation
Feoort AJ32/199, 22 Sepiember 1977: 9), angka kejahatan di Saudi Arabia secara absolut
_:<h lebih rendah. Antara 1970- 1975 angka pembunuhan dan kejuhatan seksual untuk per
- A1 000 pwa di Saudi Arabia adaluh sekitar lima kali lebih rendah dibandingkan dengan
ingha kejahatan yang sama di mancanegara, dan untuk kejahatan terhadap harta-benda
sekitar 68 Rali lebih rendah. Dari bukti ini dapat dikatakan, bahwa angka kejahatan di
>audi Arabia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka-angka kejahatan vang
:ama di mancanegara. Realitas ini mengindikuasikan Saudi Arabia dapat dikatagorikan
senagat negara “d nation not obsessed with crime”. Walaupun demikian, tidak bisa
<isimpultkan sceara gegabah bahwa rendahnya angka kejahatan tersebut secara kausalistik
z:sebabkan atau ditentukan oleh keberadaan hukum pidana Islam (persoalan ini akan

-:bahas lebih kritis pada bagian akhir dari tulisan ini).

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa cara membandingkan angka-angka kejahatan
<1 Suudi Arabia dengan angka-angka kejahatan vang sama di negara-negara lain mungkin
=1a beberapa sisi kelemahannya. Hal ini terutama penting untuk disadari ketika terbukti
wecara empirik bahwa faktor keragaman nilai tradisi, sosial, hudaya, apama, sistem hukom
Zan polink. ikut mempengarubi fluktuasi angku-ungka Kejahatan di suatu negara.
Mengingat Saudi Arabta mempunyai banyak sisi perbedaan dari negara lain, terutama dari
»eyi nilai sosial, budaya, politik, agamu, dan sistem hukum positif, maka ada baiknya dan
-ebih bijak jika perbandingun angka-angka kejahatan di Saudi Arabia hanya dikonteskan
Zengan angka-angka kejabatan yang dicatat di beberapa negara Timur Tengah (Syria,
Sudan, Mesir, Iraq, Lebanon dan Kowait), yang mempunyai banyak kesamaan dengan

Saudi Arabia.

TABEL 2: PERBANDINGAN ANGKA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DI SAUDI
ARABIA DENGAN ENAM NEGARA LAINNYA YANG MENERAPKAN HUKUM
PIDANA POSITIF

T 1 T T
Deman | Pesswiak | 19720 4971 [ aarz L rem [aem | evs | om Iwn Ir??s [ 1979 lﬁ‘t'}“;::" e oo
Savdi 5.4 10 fua i 619 PR VR S 34 il 4% | 38 T | 4 33 0.48
Sma Miaw | 3ts {oo-p s s [ i) Ry am ‘ 4R | 488 I 155 403 3.66
Sugah Ddua 1T 938 P63 o967 | 988 | 1128 | 1089 | &7 | %49 | 1074 279 4.43
Mesir . 44 Jua 1224 - oyanme | -l rass e | - | 1583 1315 | 300
irag D14 fuu 13 | 1303 !1343 Bs7 [ 1026 | 890 - P08y 94 | 1584 iy | 7.99
Lebagon | 350us | oe4d | 203 | 3m [ m; | el - l . e 439 | 12.54
Eiracit | 2 Jue 5! 49 59 57 ] 5 l Wy 69 n s8] 7o | &1 3.05

Sumber: Souryal (1987 © 436)
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Sekarang, sejault mand angka kejahatan di Saudi Arabla itu berbeda dengan angka-
angka kejahatan di enam negara Timur Tengah tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan
di atas disajikan pada Tabel 2 untuk delik pembunuban, Tubel 2 untuk delik terhadap harta-
benda, dan Tabel 4 untuk delik seksual,

Pertama, dari Tabel 2 terlibat bahwa angka kejahatan pembunuhan per 100.000
pefiduduk di Saudi Arabia sekitar lima kali lebih rendah dari angka rata-rata kejahatan
untuk kelima negara basis perbandingan (Lebanon dikecualikan di sini, karena tingginva
angka pembunuban Jdi sana besar kemungkinannya diakibatkan oleh berkecamuknya
perang saudara sepanjang tahun-tahun perbandingan tersebut). Lebih rinci adalah bahwa
kaluu dibandingkan dengan angka kelahatan pembunuhan di Mesir (vang merupakan angka
kejahatan yang paling tinggl di antara keenam negara Arvab di atas), angka kejahatan
pembunuhan di Saudi Arabia sekitar enam kali lebib rendub daripada jumlah kejahatan
yvang sama i negara-negara tersebut. Di sisi lain, angka pembunuvhan di Syria, Sudan,
dan Kuwait jauh lebib tinggi Tagi jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan vang sama
di Saudi Arabia.

Ada satu pertimbangan umum yang mungkin dapat diterima untuk menerangkan
variasl angka-angka kejuhatan pembunuban di neguwra-negora di atas. Para pakar
kriminologn di negara yung bersangkutan bisa sapa berapologi bahwa variasi angka
pembunuhan 1ni lebih disebabkan oleh keragaman taktor latar belakang
ekonomisostal.buduyd. ideologl, dan sistem hukum pidana yvang berlaku di sana. Alasan
di atas dapat ditepis, atuu mimimal dikeitik dari beberapa aspek. Sampan pada skala tertentu,
pertimbungan apoloeis di atas dapat ditertma untuk rneeara-negara seperti Syria, Mesir,
Iraq, Sudan, dan Lebanon yang memang mempunyil bany ak sisi perbedaan dengan Saudi
Arabia, namun alasan tersebut sulit dapat diterima untuk negare Kuwait, mengingat latar
belakang kedua negara itu (Saudi Arabia dan Kuwaies secara historis, ekonomis, sosial,
pelits, einis, koltural. dan religius, mempunyal bans ak kesamaan. Sebagai contoh, kedua
negara dengan hasil minyaknya sama-sama mengalami periumbuhan ekonomi yang relatit
sama cepamya, bialkan menurat standar GNP, Kuwait sebeium Perang Teluk lebih sejahtera
secard lnansial jika dibandingkan dengan Saudi Arabiu, D1 s1s1 fain, keduanya menganut
abiran AR-Siennall Wa Al-Jama’ali, dan kedua negara iy juga mempekerjakan tenaga asing
yang rastonya relaat sama, Satu-satunya perbedaan vang menonjol adalah bahwa Kuwait
tidak wenerapkan hukum Svard’al (prdana Islam; sebagar respon terhadap kasus kejahatan.

Berdasarkan basis perbedaan antara Saudt Arabia dan Kuwait ini, dapatlal
disimpulkan unmk sementara, bahwa penerapan hukum pidana Islam kelihatannya sebaga

fukror utwima yang dapat menerangkan mengapa angka pembunuhan di Kuwait sekitar
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enam kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan statistik angka pembunuhan di Saudi
Arabia,
TABEL 3: PERBANDINGAN ANGKA KEJAHATAN HARTA BENDA DI SAUDI

ARABIA DENGAN ENAM NEGARA LAINNYA YANG MENERAPKAN HUKUM
PIDANA POSITIF

Negas | Pemddk | 1970 1971 1 R R R N el i ! EEC IR vt nl R e
Saudi 5.} 11 hua ws| 9] o] em | e | sm t £33 ?;-sf s 6N B8 ‘ RE
$ima 1w | 3538 ] AT pae6T | T0Rd L 633 | seze | 8362 ] &% edix 6.60 ’ =y
Sudah Dldua 40603 | 4230 b E36IT | 49125 | STIAT | 6TA25 | SI04T | 6430 | 60376 | 37144 56.24 15583
Siesir Al ] 45415 [ 2978E 3339 | M058R | 25347 - -1 BERTET U I IR 33.09 1519
Tag 4 Jwa | 1784 . l 2358 7 2427 | 1% | 2247 ‘ e | 3N | 2691 | ra7ze 382 514
Lecwnoo | 3dlua | 461% - -l dnau | oress - Doroes | w15 mise 3.35% 156 U6
Kuwait | 2 Jua { 1739 . l 1545 1 4ALT | 225 AT 1 1642 % 3920 MR8 2214 I 1l %0

Sumber: Scuryal (1987 : 437)

Sekarang sejauh mana rendahnya angka kejahatan pembunuhan seperti dijabarkan
¢h atas secara konsisten juga dapat terbukti puda‘realitas kejahatan terhadap harta-benda?
Fawaban untuk petanyaan ini tergarubar pada Tabel 3 di atas. Seperti halnya dengan kasus
kejahatan pembunuhan. angka-angka kejahatan terhadap harta-benda jauh lebth rendah
di Saudi Arabia bila dibandingkan dengan angka-angka yvang sama di keenam neyara
referensi perbandingan. Angka kejahtan terhadup harta-benda di Saudi Arabia tidak hanyva
lehih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Arab yang secara absolut lebih
miskin, seperti Mesir, Syria, Sudan dan Lebanon, tetapt juga jauh Iebih rendah jika
dibandingkan dengan angka kejahatan yang sama di Kuwait, yang secara finansial lebih
sejahtera daripada Saudi Arabia. Oleh sebab itu, sejauh faktor ekonomi-finansial
kelihatannya bukaniah alasan yang dapat dipakai secara analitis untuk menerangkan
oerhedaan angka kejahatan terhadap haria-benda, terutama untuk kasus Kuwait, maka
sdalah menjadi febik beralasan untuk dikatakan buhwa faktor penerapan hukum pidana

Islam dapat dinila sebagai correlate penting darl perbedaan tersebut.

Dari Tabel 2 dan 3 terdahulu sudah banysk bukti menguatkan bahwa terlihat ada
selevansi dan asosiasi antara penerapan hukum pidana Islam dengan rendahnya angka-
ingka kejabhatun di Saudi Arabia, namun kesimpulan sementara ini masih perfu diug
«<embali; sejaubh mana temuan di atas juga terbukt pada kasus kejuhatan seksual?

Dari Tabel 4 berikut tampak bahwa Saudi Arabia masih mencatatkan rekor dirinya
s+2bygal negara yang secara konsisten mempunyal angka kejahatan seksual paling rendah
“xd dibandingkan dengan keenam negara referensi perbandingan. Sekalipun demikian,
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perbedaan itu tidak begitu signilikan dan kurang mencolok. terutama jika dibandingkan
degan angka-angka yang ada di Mesir dan Sudan. Sccara spesitik. dibandingkan dengan
angka kejahatan seksual di Kuwait, angka kejahatan yung sama di Saudi Arabia sekitar
sembilan kali lebih rendah, namun hanya sekitar saw setengah kali lebih rendah dari angka
vang sama di Mesir.

TABEL 4: PERBANDINGAN ANGKA KEJAHATAN SEKSUAL DI SAUDI
ARABIA DENGAN ENAM NEGARA LAINNYA YANG MENERAPKAN HUKUM
PIDANA POSITIF

r ol - r , _
Neyars ]Pmmu—j 9 b 9T ! 1971 ] 1993 4 1974 | 1975 | w9rr | 1977 b oisms | eTe miﬁ: ?&“ﬁn‘“
Saudi 3 J il tuta [ 392 145 Jas ) 13 b odae | azg | 27 30t sa | s 52 120
Sima 1 1 Jua | ¥ L o474 428 0 13 ) ostR 637 585 6??‘ T 745 355 5.03
Swdah | Xlum oy THO| B2 L x4 P o96R | 950 | 2364 | rad | 2020 1 (oo 267R 1524 £.93
Mesir | 34w [ 3789 J S| 683 4 1 -] o006 | ID4s - - 17 4.93
Irag ’ 4 fa | 1483 ! 14E7 ‘ 1569 1 1402 | 5325 ) 1336 | 1349 | 2084 f IBI3 | 2m%2 1832 12.09
{arhanuit 3 iula E 564 &Y | 1207 a0t - | 759 2169
Kuwaat . 2 lula 373 f - 189 512 £99 404 ki 303 l AEY £7% 36 2805

Sumber: Souryal (1987 © 438)

Dari data vang telah disajikan dan didiskusikan pada tabel-tabel terdahulu adalah
cukup bukti untuk disimpulkun, bahwa penerapan hukum pidana [slam tampaknya sebagai
salah sutu faktor utama dan determinan yang dapat menerangkn mengapa angka kejahatan
di Saudi Arabia secara konsisten relatif jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka-
angaka yang sama di negara-negara Arab lainnyva, vang secara sosial, etnis, kultural,
religius, dan tradisi. mempunyai banyak sisi kesamaan (khususnya untuk negara Kuwait).

Ada satu hal vang dinilai perlu untk digarisbawahi Ji akhir subab ini. Secara
komparatif, seperti yuny telah didiskusikan, rasio perbedaan angka-angka kejahatan seksual
di Saudi Arabia bila dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yvang sama di negara-
negara referensi perbandingan tidaklah scbesar angka rusio perbedaan untuk kasus
kejahatan pembunuhan dan kejahatan terhadap harti-benda, Temuvan ini menunjukkan
gambaran peta alur dan pola kejabatan di Saudi Ardbia: dar kejahatan penuh dengan
kekerasan® dan penodaan terhadap nilai asasi kemanusiaan ke pola kejahatan biasa; dari

kejahatan berdimensi moral/susila Ke pola kejahatan material; dari kejahatan yang

Calum perspektil kriminologis, wrutama di klangan taminist, kejnhatan seksual {pemerkosaan) dinila
satu lindakan kekerasan vang pading tidak manusiawi. Karenu ini telah menjajah dan merusak masa
depun serta menghancurteburkon hak yang paling asasi dalam hidup manusia.
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rerselubung (covers) ke pola kejahatan yang lebih mencolok (overt); dan dari kejahatan
viang sulit dibuktikan ke pola kejahatun yang secara relatif lebih mudah dibuktikan.

Y. CATATAN KRITIS DAN KESIMPULAN

Perlu ditcgaskan kembali, berdasarkan data vang telah disajikan pada tabel-tabel
“erdahuly adalah cukup bukti untuk disimpulkan. bahwa penerapan hukum pidana Tslam
Syari’ah) di Saudt Arabiu fampaknya sebagai penentu utama terhadap rendahnya angka
xejahatan di sana. Sekalipun begitu, perlu disadari, bahwa tanpa mengurangi appresiasi
penulis terhadap keberudaan hukum pidana Islam dulam menckan dan memproteksi
masyarakat dan proses viktimisasi atau menjadi korban kejahatan, penerapan hukum
s:dana Islam bukanlah seru-satunya fakior yang menentukan rendahnya angka-angka
szrsebut. Persoalan ini penting untuk dicermati sejauh kita belum mampu mendeteksi
semungkinan hadimya taktor-fakior lain vang dalam penelitian terentu telah ditcmukan

“sga berpengaruh terhadap fluktasi tinggi-rendahnya angka kejahatan di suatu tempat,

Berkaitan dengan persoalan terakhir in1 ada beberapa catatan kritis yang dipandang
rerlu untuk dipertimbangkan di akhir tulisan ini. Terutama penting untuk dipertanyakan;
se1auh mang angka-angka resini tentang kejahatan di Saudi Arabia itu merefleksikan angka
«cjahatan yang “sebenarnya™ di masyarakat, terutama untuk kejahatan tersembunyi yany
-2lituntuk dibuktikan (seperti kejahatan seksual)? Dari hasil pengamatan dan wawancara
~endalum dengan beberapa kelompok fungsionaris hukum pidana di Saudi Arabia, Souryal

-9387: 439) mengatakan, bahwa angka-angka resmi tersebut diperkirakan sekitar 135 persen

.zoih rendab dari angka semestinya.

Secara spekulatif (mungkin scedikit berprasangka buruk), sejauh dalam aktiviras
Temata-matal (fgjassas) kegtatan pribadi orang lain, terutama perilaku vang terjadi di
~2muh sendiri adalah diharamkan dalam ajaran [slam, muka angka kejahatan tersembunyi
zznosulit dibuktikan jauh akan lebih tingyg dibandingkan dengan angka-angka yang
Zr.aporkan secara res mt oleh pemerintah (ingat makna narasi sebuah hadits ketika Saidina
. miar bin Khattab menangkap seorang sahabuat vang sedang mabuk karena minum kframar
= sumahnya sendirl. Dalam hadits ite diterangkan, bahwa sahabat tersebut malah halik
~ooverang Umar dengan mengatakan, “Kalau saya hunva melanggar satu kesalahan, vaitu
sonam khamar, Anda terbubt teleh melakukan dua kesalahan fatal, yaitu masuk ke rumah

-zng fain tanpa permisi, dan kedua, adalah memata-matai saya.”).
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Spekulasi di atas dikuatkan dengan beberapa alusan lainnyu. Pertama, untuk kasus
pemcrkosaan dan perzinahan, scjauh upaya, proses, dan prosedur pembuktian untuk kasus
kedua jenis kejahatan it sangat sulit (kalaw udak dikutakan mustihil), maka seseorang
akan berpikir dua-tiga kali untuk melaporkan jenis-jemis kejahatan tersebut.® Pertimbangan
di atas semakin krusial lagi mengingat ada risiko ancaman hukum tuduhan menjelekkan
nama baik orang lain, vaitu hukuman gadzif dan penolakan kesaksian mereka jika dia

tidak bisa membuktikan tuduhannya.

Kedua, scjach masyarakat Arab masih menitar bahwa keyahatan tersebut bukan hanya
schagal aib individu korbun, tetapi juga noda bagi scluruh keluarganya, maka pihak
keluarga korban tidak jarang menjadi waswas, takut “kehilangan muka’ atau kehormatar
jika melaporkan kasus kejahatan yang menimpa salah salu anggota keluarganya. Hal ini,
menurut asumsi penulis, terutama perlu disadari mengingat pola kehidupan 50814l
masyarakat Arab yang sampai pada skala tertentu relatt masih ertutup. Artinya, memilil
jatan “tutup mulut” dinilat lebih aman untuk sebuah obsest kehormatan keluarga, dan ras:
malu menanggung akibat kejahatan tersebut (sepert jika kebetulan hamit) dapat ditutup

dengan memingit individu korban di rumah,

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam dapa
diasosiasikan denzan rendahnya angka kejahatan di Saudi Arabia. Bahkan. bil,
dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang ada Ji negara-negars Arab Iainhya, yan
banvak mempunvai sisi kesamaan dengan Saudi Arabia. negara ini teluh mencatatkan dir
dalam buku sejarah sebagai negara yang paling rendah angka kejahatannya. Sekalipul
Jemikian. adalah riskan secara ilmiah untuk menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidn
Tstam adalah satu-satunya faktor determinan yang berhasil menekan lajunya angka-angk
kejahatan yang di negara-negara lain cenderung terus meningkat. Untuk membuktika
sejach muna penerupan hukum pidana Islam secara positit dan murni {srer effects) daps
menekan angka kejahatan, perlu ada satu kajian yang lebih mendasar dan kritis, sehingg
daput mendeteksi kemungkinan hadimya faktor-faktor Jain yang ternyata juga berpengaru

rerhadap terjudinya kasus kejuhatan,

® Hadits tentang “Barang siapa melihat kemungkaran, scharusnya tia mengubahoya dengan tanganty
tkekerasant sendini, kalaw tidak mampu. dia harus menguhahnya dengun tidahnya {mengingatkar
dar kilau tidak mampu. maka minimal dia harus mengubabnya dengan hatic dap inilah tingk
savendutrendahnya iman.” menurat hemat penulis. tanya bagian akhir dari hadits di atas yang dinil
Iehib efekiif dan wepat untuk memahami kasus kejahatan tersembunyi.
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Walaupun demikian. satu hat yang yang tiduk dapat dipungkiri adalah bahwa
keyakinan religius akan keberadaan dan efektivitas hukum pidana Islam dalam menekan
akselerasi angka kejahatan minimal telah mendapat basis dukungan empirik, dan fenomena
ini ada baiknya kalau dikaji lebih jauh secara ilmiah. Wa Allah a’lamu bi al-showab.
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